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k. standar pelayanan penanganan laporan dugaan

pelanggaran kode etik pegawai Komisi Yudisial.

Pasal 2 

Pelaksanaan pelayanan publik Komisi Yudisial 

dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan publik 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris 

J enderal Komisi Yudisial ini. 

Pasal 3 

Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 merupakan pedoman bagi para pejabat dan pegawai 

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik. 

Pasal 4 

Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, 

Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Standar Pelayanan Publik Komisi Yudisial, dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 5 

Peraturan Sekretaris J enderal ini mulai berlaku pada 

tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 23 September 2022 

SEKRETARIS JENDERAL KOMIS! 

YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, 

ARIE SUDIHAR 
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prasarana, 
dan/atau 
fasilitas 

Pengawasan 
Internal 
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Laptop/ Komputer 
Aplikasi seleksi calon hakim agung online

Aplikasi chat online

Email 

Server Penyirr1:P?-Ean Berk:1s Pendaftaran 

Paling rendah berpendidikan Strata-1 (Sl)  
Memiliki kemampuan berkomunikasi 
Mampu mengoperasikan komputer 

Memahami peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan Seleksi Calon Hakim Agung dan/ atau 
Hakim ad hoc di Mahkamah Agung 

5. Memiliki kemampuan mengolah data
elektronik.

6. lVlemilil{:i kemampuar1 IJ:?:�Ilg:1r1alisis data awal
f Pengawasari internal dilakukan atasan langsung pegawai 

secara berjenjang dan/ atau unit yang melakukan fungsi 
--p�r1gawasailjil!�!:1:1al. _ _ . 

Penanganan 1. Pengaduan, saran, dan masukan terkait pelayanan
pengaduan, dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang 
saran, dan ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, 
masukan Jalan Kramat Raya Nomor 57 Jakarta Pusat atau dapat 

disampaikan melalui: 

Via fax.

Via email

021-3906215
aduanlayananky@komisiyudisial.go.id

2. Menggunakan fitur chat online di 
rekrutmen.komisiyudisial.go.id sebagai sarana 
penyampaian aduan saran dan masukan. 

3. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial melakukan proses
penanganan dan memberikan jawaban atas
pengaduan, saran dan masukan.

11. Jumlah Paling sedikit 4 (empat) orang. 

Jaminan 
keamanan 
dan 
keselamatan 
pelay:1nan 
Evaluasi 
kinerja 
Pelaksana 

Pendaftaran dilakukan secara satu pintu, dan tidak 
menerima pendaftaran lain melalui tatap muka 
ataupun via offline, sehingga tidak ada perlakuan 
khusus bagi pendaftar, dan tidak ada diskriminasi. 
Berkas pendaftaran pasti diproses dan pertanyaan atas 
proses pendaftaran pasti akan dijawab. 

Kata sandi Pendaftar dan data diri Pendaftar yang bersifat 
rahasia dijamin kerahasiaannya 

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 
Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk 
m�t:1j§lga dan meningkatkan kualitas 1.{:�!1:�rja p�!ayanan. 






































































